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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan bukan 

termasuk obyek yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa obyek 

yang wajib dirahasiakan oleh suatu lembaga perbankan adalah data yang 

berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga 

kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah pengguna kartu kredit 

kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak melanggar prinsip 

kerahasiaan bank. 

2. Pelaksanaan kewajiban lapor pajak atas kartu kredit dalam lembaga 

perbankan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana, 

namun kewajiban untuk melaporkan data nasabah pengguna jasa kartu 

kredit tersebut memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar 

bagi kepercayaan nasabah bank terhadap lembaga perbankan dalam 
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penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa kartu kredit. Hal ini berdasarkan 

banyaknya penurunan berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang 

dilakukan oleh nasabah pengguna jasa kartu kredit serta banyaknya 

penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank pemegang 

kartu kredit. Penyebab penurunan transaksi dengan menggunakan kartu 

kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit oleh pemegang kartu 

kredit tersebut dilandasi oleh ketakutan masyarakat atas risiko 

penyalahgunaan keterangan data kartu kredit tersebut dan ketakutan 

masyarakat apabila data transaksi kartu kredit tersebut selanjutnya akan 

digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah 

bank pemegang kartu kredit yang bersangkutan dengan dasar untuk 

melakukan investigasi. 

B. SARAN 

 

1. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai kerahasiaan data nasabah 

bank yang menggunakan jasa kartu kredit sehingga nasabah merasa 

dilindungi dan diberikan jaminan terhadap data kartu kredit 

2. Perlunya sosialisasi terkait pelaksanaan kewajiban lapor perpajakan 

3. Perlunya peraturan yang lebih rinci dan jelas dalam mengatur 

kebijakan kewajiban untuk melaporkan data atas kartu kredit sehingga 

dalam kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang 

merupakan tujuan diundangkan suatu peraturan perundang – undangan 
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serta memberikan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh anggota 

masyarakat. 

4. Perlunya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara dalam kebijakan 

kewajiban untuk melaporkan data atas kartu kredit sehingga bank 

sebagai salah satu asosiasi yang diwajibkan untuk melaporkan data 

nasabah pengguna kartu kredit tersebut dapat memahami peraturan 

tersebut. 
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